
BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR \J TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :a.

Mengingat

bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah
untuk melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah baik
Penyesuaian terhadap Pendapatan Transfer dan Dana Desa maupun
terhadap Pendapatan Asli Daerah serta penyesuaian terhadap Belanja
Daerah melalui rasionalisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa serta Belanja Modal;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka terjadi
perubahan struktur pendapatan dan belanja pada APBK Bireuen
Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut pada huruf a dan
huruf b, dipandang perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan
Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020,
guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu
Peraturan;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tetang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3963);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;



13. InstruksiPresiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional;

18.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang
Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 84 );

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
(Lembaran DaerahTahun 2019 Nomor 86);

22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 438);

23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 488) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2020
(Berita DaerahTahun 2020 Nomor 504);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BIREUEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 488) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten BireuenTahun 2020 Nomor 504) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020
terdiri atas:

a. Pendapatan:
1. Semula Rp 2.081.478.830.000,00
2. Bertambah/(berkurang ) Rp (251.490.845.000,00)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.829.987.985.000,00

b. Belanja:
1. Semula Rp 2.078.978.830.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (225.846.837.000,00)

Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.853.131.993.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (23.144.008.000,00)

c. Pembiayaan:
1 Penerimaan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 23.144.008.000,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 23.144.008.000,00
Pengeluaran:
1) Semula Rp 2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 23.144.008.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan: Rp 0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran la dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran la dan Lampiran II Peraturan
mi.



Pasal II

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal Z Juni 2020

Pit. BUPATI BIREUENf
|mUZAKKAR A.GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2. Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH i

KABUPATEN BIREUEN, \

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 50<b


